
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Jabatan Notaris diatur secara khusus dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN. 

Dibuatnya UUJN tersebut dalam rangka terwujudnya kepastian hukum 

ditengah-tengah masyarakat. Menurut pendapat Lumban Tobing 

disebutkan bahwa “Lembaga Kenotariatan adalah salah satu lembaga 

kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan 

dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat 

bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi 

diantara mereka”.1 Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, “Notaris adalah pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini 

atau berdasarkan undang-undang lainnya”. 

Kewenangan notaris yang dimaksud dalam Pasal 1 UUJN tersebut 

ditegaskan dalam Pasal 15 undang-undang tersebut, adapun kewenangan 

notaris yang ditegaskan dalam Pasal 15 UUJN yaitu 

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin 

kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan 

grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan 

Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain 

atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.  
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2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris 

berwenang pula:  

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat 

di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;  

b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus;  

c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang 

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat 

yang bersangkutan;  

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;  

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan 

Akta;  

f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau  

g. membuat Akta risalah lelang.  

3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan”. 

 

Akta notaris sebagai akta otentik ditegaskan dalam Pasal 1868 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut 

KUHPerdata, menyatakan bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta yang 

dibentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan 

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu 

dibuat”. Keontetikan akta notaris ini berfungsi dalam hal pembuktian 

sebab akta notaris yang otentik memilik pembuktian yang sempurna 

seiring dengan berkembangnya tuntutan akan kebutuhan kepastian hukum 

ditengah masyarakat. Keotentikan akta notaris sesuai dengan asas praduga 

sah dimana akta notaris wajib dianggap sah sebelum ada putusan 

pengadilan yang membatalkan. 

Keontentikan akta notaris tersebut sehubungan dengan profesi 

notaris yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pembuatan 

alat bukti yang berupa akta, sehingga notaris tidak memihak kesalahsatu 

Pihak dan harus berprilaku adil terhadap kedua belak pihak serta 



 

 

menjelaskan akibat-akibat perjanjian yang dibuat notaris terhadap para 

pihak. 

Menurut pendapat Habib Adjie disebutkan bahwa “Tugas dan 

wewenang notaris erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, 

perbuatan-perbuatan dan juga ketepatan-ketepatan yang menimbulkan hak 

dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti 

terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketepatan tersebut agar para pihak 

yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum”.
2
 

 

Menurut pendapat Lumban Tobing disebutkan bahwa “Akta 

autentik yang dibuat oleh notaris ada 2 (dua) jenis, yaitu: akta yang dibuat 

oleh notaris yang dinamakan relaas akta atau akta pejabat dan akta yang 

dibuat dihadapan notaris atau yang dinamakan partij akta”.
3
 Dari jenis akta 

otentik diatas tersebut salah satunya adalah akta para pihak atau partij 

akta. Akta pihak adalah akta yang dibuat dihadapan notaris atas 

permintaan para pihak, notaris berkewajiban untuk mendengarkan 

pernyataan para pihak dan menuangkannya kedalam bentuk akta notaris. 

Salah satu bentuk akta para pihak yang banyak timbul dalam praktek 

notaris adalah perjanjian pengikatan jual beli. 

Perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan notaris lazim 

disebut dengan Akta Pengikatan Jual Beli yang selanjutnya disebut PPJB. 

PPJB dapat dibuat dalam bentuk akta otentik sehingga memiliki kekuatan 

bukti yang sempurna yang berguna bagi jaminan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya. 

PPJB merupakan perjanjian yang sifatnya sementara sebelum 

diadakan perjanjian jual beli karena perjanjian jual beli merupakan 

kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT. 

Menurut pendapat Muchlis Patahna disebutkan bahwa “Notaris memiliki 
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Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 32.  
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wewenang membuat akta perjanjian pengikatan jual beli dengan Status 

Sertipikat Hak Milik selanjutnya disebut SHM, sesuai dengan kewenangan 

membuat selaku pejabat umum, tapi tidak berwenang membuat akta 

otentik jual beli tanah bersertipikat hak milik selanjutnya disebut AJB, 

karena kewenangan membuat AJB bersetifikat hak milik ada pada 

PPAT”.
4
 

 

Sebelum dilakukan jual beli tanah dihadapan PPAT yang 

berwenang, para pihak terlebih dahulu membuat akta pengikatan jual beli 

tanah dihadapan notaris. PPJB dilakukan karena adanya ada syarat-syarat 

yang belum terpenuhi untuk dilakukan proses jual beli. Pengikatan ini 

dimaksud sebagai perjanjian pendahuluan dari maksud utama para pihak 

untuk melakukan peralihan hak atas tanah para pihak. Menurut pendapat 

Supriadi disebutkan bahwa “Pengikatan jual beli ini memuat janji-janji 

untuk melakukan jual beli tanah apabila persyaratan yang diperlukan untuk 

itu telah terpenuhi”.
5
 

Pe lrjanjian pelngikatan julal belli hak atas tanah telrmasulk pe lrjanjian 

innominaat (pelrjanjian tak belrnama) yang ke lmuldian dibelri nama selndiri. 

Pada prinsipnya sulatul pe lrjanjian pelngikatan julal belli tulndulk telrhadap 

ke ltelntulan ulmulm Pasal 1313 Bulkul ke l-III KUlHPe lrdata, yang me lnyatakan 

bahwa “Pelrjanjian adalah sulatul pelrbulatan de lngan mana satul orang ataul 

lelbih melngikatkan dirinya te lrhadap satul orang ataul lelbih lainnya”. 

Me lnulrult Sulbe lkti diselbultkan bahwa, “delfe lnisi dari pelrjanjian itul adalah 

sulatul pelristiwa dimana se lorang be lrjanji pada orang lain ataul dimana dula 

orang itul saling be lrjanji ulntulk mellaksanakan se lsulatul hal”.
6
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 Muchlis Patahna, Problematika Notaris, Rajawali, Jakarta, 2009, hlm 9. 

5
Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, 

hlm 12. 
6
Subekti, Hukum Perjanjian, Intermesa, Jakarta, 1998, hlm 1. 



 

 

Me lnulrult Pasal 1338 ayat 1 KUlHPe lrdata, “se lmula pelrse ltuljulan yang 

dibulat selcara sah belrlakul se lbagai ulndang-ulndang bagi me lre lka yang 

melmbulatnya. Dalam pasal ini telrdapat asas kelbe lbasan belrkontrak, dimana 

se ltiap orang be lbas me lmbulat pe lrjanjian apapuln baik dari se lgi isi maulpuln 

be lntulknya. Se lhingga dapat ditarik kelsimpullan belrdasarkan pasal ini bahwa 

masyarakat belrhak melmbulat pelrjanjian apapuln dan pelrjanjian itul melngikat 

melre lka yang me lmbulatnya se lpe lrti sulatul ulndang-ulndang”. 

 

Pe lrjanjian pelngikatan julal belli ulmulmnya dalam praktelk 

konatariatan, selring telrjadi melnyimpan se lrtipikat Hak Atas Tanah telrkait 

de lngan akta yang dibulat dihadapannya baik itul Hak Gulna Bangulnan 

se llanjultnya dise lbult HGB maulpuln Hak Milik. Pelnitipan ini telrjadi karelna 

alasan telrtelntul dan telrjadi atas dasar kelse lpakatan keldula bellah pihak yang 

melngadakan pe lrjanjian pelngikatan julal be lli hak atas tanah. Pe lnyimpanan 

se lrtipikat ini olelh notaris biasanya dalam rangka melmbe lrikan jaminan 

ke lpastian hulkulm kelpada para pihak. Notaris dalam hal ini selnantiasa 

melnjalankan amanah profelsinya, haruls se lsulai delngan UlUlJN maulpuln kodel 

e ltik profelsi Notaris. Notaris wajib melnjaga se lrtipikat yang dititipkan, 

de lngan rasa tanggulng jawab atas amanah ke lpelrcayaan yang dibe lrikan olelh 

para pihak yang me lngadakan pelrjanjian pe lngikatan julal belli hak atas tanah 

se lrta tidak adanya ulnsulr ke lbe lrpihakan telrhadap salah satul pihak. 

Tanggulng jawab notaris te lrse lbult wuljuld dari Pasal 1694 dan Pasal 

1712 KUlHPe lrdata. Dalam pasal 1694 KUlHPe lrdata diselbultkan bahwa 

“pelnitipan barang telrjadi bila mana orang me lnelrima barang orang 

melne lrima barang orang lain delngan janji ulntulk melnyimpannya ke lmuldian 

melnge lmbalikannya dalam keladaan yang sama”. Dalam pasal 1712 

KUlHPe lrdata dise lbultkan bahwa “pelnitipan barang tidak bolelh me lmakai 

barang titipan tanpa izin yang dibe lrikan se lcara telgas ole lh pelmbe lri titipan 



 

 

ataul dapat disimpullkan adanya, de lngan ancaman melngganti biaya, 

ke lrulgian dan bulnga, bila ada alasan ulntulk itul”. 

Di dalam kodel e ltik notaris di Indone lsia bellulm ada yang 

melnye lbultkan se lcara telgas dan telrtullis apakah selorang notaris bolelh 

melne lrima titipan tanda bulkti kelpe lmilikan para pihak. Hal ini lah yang 

melnye lbabkan banyak notaris melne lrima titipan selrtipikat hak atas tanah 

karelna melnganggap pe lrbulatan ini dipelrbolelhkan. 

Namuln dalam fakta dilapangan, banyak para pihak yang be lritikad 

tidak baik selhingga te lrjadinya kasuls pe llaporan telrhadap notaris delngan 

laporan mellakulkan pe lngge llapan telrhadap selrtipikat tanah yang te llah 

dititipkan telrse lbult. Se ldangkan dalam hal mellakulkan ke lwe lnangannya 

notaris ditulntult ulntulk tulndulk pada kode l e ltik dan UlUlJN. Se lpe lrti contoh 

kasuls yang me lnimpa Ellfita Achtar Notaris di Bulkittinggi tahuln 2014, 

notaris telrse lbult tellah mellakulkan kelse lpakatan delngan para pihak melmbulat 

pe lrjanjian pelngikatan julal belli dan melnitipkan selrtipikat di kantor notaris 

namuln be lruljulng dilaporkan olelh PT Rahman Tamin karelna melnahan dan 

tidak melmbe lrikan 4 (elmpat) selrtipikat HGB milik PT Rahman Tamrin 

de lngan dakwaan pelngge llapan yang me llanggar Pasal 374 KUlHP dan 

sulbsidair Pasal 372 KUlHP.
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Kasuls te lrse lbult belrawal pada tanggal 24 Fe lbrulari 2014 Notaris 

E llfita Achtar me lmbulat akta pelngikatan pe lrjanjian julal be lli antara Tim 

Likulidator PT.Rahman Tamrin (AF, saksi DM dan M) de lngan E lY se llakul 

Dire lktulr PT. Starvi Prope lrti Indone lsia de lngan Akta Pe lngikatan Julal Be lli 

                                                 
7
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Nomor:53/PID.B/2017/Pn.Bkt),Program Pascasarjana Universitas Andalas Tahun 2015. 



 

 

(PJB) Nomor : 06 /2014, yang pada pokoknya be lrisi bahwa antara Tim 

Likulidator de lngan E lY akan dilakulkan julal belli asselt PT. Rahman Tamrin 

yang be lrada di Bulkittinggi be lrulpa Se lrtipikat HGB Nomor 134, 135, 136, 

dan137. Dalam Akta Pelngikatan Julal Be lli Nomor 06/2014 telrse lbult 

dise lpakati harga tanah adalah Rp.55.000.000.000 (lima pullulh lima milyar 

rulpiah) delngan 3 tahapan pelmbayaran dan delngan ulang mulka Rp 

500.000.000 (lima ratuls julta rulpiah). Dalam pellaksanaan PJB Nomor: 06 

/2014 atas ase lt PT. Rahman Tamin belrulpa Se lrtipikat HGB Nomor 134, 

135, 136, dan 137 yang te lrle ltak di Kellulrahan Tarok Dipo Bulkittinggi 

telrdakwa Ellfita Achtar, S.H. M.Kn me lne lrima titipan Selrtipikat HGB 

Nomor 134,135, 136, dan 137 yang.dise lrahkan olelh MGT dan dite lrima 

olelh Notaris Ellfita Achtar delngan tanda telrima tanggal 30 Janulari 2014. 

se ltellah PJB be lrakhir tanggal 24-04-2014 (karelna tidak adanya pe llulnasan 

pe lmbayaran olelh saksi ElY se lbagai calon pe lmbelli), telrdakwa Notaris Ellfita 

Achtar te ltap melngulasai se lpe lrti se lbagai pe lmilik elmpat selrtipikat HGB 

Nomor 134, 135, 136,dan 137 melskipuln tellah diminta belbelrapa kali olelh 

MGT pada tanggal 28 Fe lbrulari 2014 MGT melminta kelpada Notaris E llfita 

Achtar agar me lnye lrahkan ke lmbali Selrtipikat HGB Nomor 134,135, 136, 

dan 137 yang te llah dititipkan, namuln ia tidak maul me lnye lrahkan se lrtipikat 

telre lbult delngan alasan kel e lmpat bidang tanah tellah ada pelngikatan julal belli 

(PJB). 

Telrkait delngan hal ini pelnullis ingin melngkaji dan telrtarik ulntulk 

melne lliti pelrmasalahan ini, olelh kare lna itul pe lnullis akan me llakulkan 

pe lnellitian delngan juldull: “PENINITIPAN SERTIPIKAT TANAH 



 

 

PADA KANTOR NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA 

PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DI KOTA BUKITTINGGI”. 

B. Rumusan Masalah 

Be lrdasarkan latar bellakang masalah telrse lbult, maka Pelnullis 

melrulmulskan masalah selbagai be lrikult: 

1. Bagaimanakah alasan telrjadinya pe lnyimpanan selrtipikat tanah 

dalam pelmbulatan akta Pelngikatan Julal Be lli di Kota Bulkittinggi? 

2. Bagaimanakah tanggulng jawab notaris telrhadap pelnyimpanan 

Se lrtipikat Tanah di Kantor Notaris di Kota Bulkittinggi? 

3. Bagaimanakah pelrlindulngan hulkulm telrhadap pelmelgang se lrtipikat 

tanah yang te llah dititipkan pada Kantor Notaris? 

C. Tujuan Penelitian 

Be lrdasarkan rulmulsan masalah telrse lbult, maka tuljulan pe lnellitian 

adalah selbagai belrikult: 

1. Ulntulk melnge ltahuli dan melnganalisis alasan telrjadinya pe lnyimpanan 

se lrtipikat tanah dalam pelmbulatan akta Pelngikatan Julal Be lli 

2. Ulntulk melnge ltahuli dan melnganalisis tanggulng jawab notaris telrhadap 

pe lnyimpanan Selrtipikat Tanah di Kantor Notaris 

3. Ulntulk melnge ltahuli dan melnganalisis ke lduldulkan hulkulm si-pe lnitip 

telrhadap Se lrtipikat Tanah yang te llah dititipkan pada Kantor Notaris 

D. Mamfaat Penelitian  

Pe lne llitian ini diharapkan dapat melmbelrikan manfaat baik se lcara 

teloritis maulpuln se lcara praktis. 

1. Manfaat Teloritis 



 

 

a. Me lne lrapkan telori-te lori yang te llah dipelrole lh sellama duldulk di bangkul 

pe lrkulliahan Program Magiste lr Ke lnotariatan Ulnive lrsitas Andalas dan 

melnghulbulngkannya ke ldalam praktelk yang te lrjadi di lingkulngan 

masyarakat. Melnambah ilmul pe lnge ltahulan dan litelratulr bagi pe lnullis 

telrultama dibidang hulkulm ke lpe lrdataan yang dapat dijadikan sulmbelr 

pe lnge ltahulan barul. 

2. Manfaat Praktis 

a. Me lmbelri pe lnge ltahulan melnge lnai pe lnitipan se lrtipikat tanah di kantor 

notaris dalam pelmbulatan akta pelngikatan julal belli tanah. 

b. Agar hasil pe lne llitian ini dapat melnjadi pelrhatian dan dapat 

digulnakan bagi se lmula pihak baik itul bagi pe lmelrintah, masyarakat 

ulmulm maulpuln pihak-pihak yang be lke lrja di bidang hulkulm. 

 

E. Keaslian Penulisan  

Pe lne llitian melnge lnai pelnitipan selrtipikat karelna adanya pelrjanjian 

pe lngikatan julal belli suldah ada yang me llakulkan. Teltapi pelne llitian yang 

dilakulkan olelh pe lnullis kali adalah selsulatul yang barul. Be lrikult pelnullis 

sajikan 2 (dula) sampell se lbagai pe lmbanding se lrta bulkti kelaslian dari 

pe lnellitian ini, pelnellitian yang pe lrnah dilakulkan : 

1) Telsis dari Dila Andika Azhar Program Pascasarjana Ulnive lrsitas 

Andalas Tahuln 2015, de lngan juldull “Analisis Yulridis te lrhadap 

Pe lnyimpan Se lrtipikat Hak Atas Tanah olelh Notaris pada Prose ls 

Pe lngikatan Julal Be lli (PJB) (Analisis Pultulsan 

Nomor:53/PID.B/2017/Pn.Bkt)”,dan pelrmasalahan yang dite lliti: 



 

 

a. Apakah yang me lnjadi alasan notaris dalam melnahan selrtipikat 

hak atas tanah pada prosels pelngikatan julal belli belrdasarkan 

Analisis Pultulsan Nomor:53/PID.B/2017/Pn.Bkt? 

b. Bagaimana pelrtimbangan hakim telrhadap pe lnyimpanan se lrtipikat 

hak atas olelh notaris pada prose ls pe lngikatan julal belli be lrdasarkan 

Analisis Pultulsan Nomor:53/PID.B/2017/Pn.Bkt? 

2) Telsis dari Sonya Praminda Yona Mande lla Program Pascasarjana 

Ulnive lrsitas Andalas Tahuln 2016, delngan juldull: Pe lrlindulngan Hulkulm 

telrhadap Notaris telrkait Pe lnitipan Se lrtipikat Pelrjanjian Pelngikatan 

Julal Be lli (PPJB), dan pe lrmasalahan yang ditelliti: 

a. Me lngapa telrjadi pelnitipan selrtipikat ke lpada notaris telrhadap 

pe lrjanjian pelngikatan julal belli (PPJB)? 

b. Bagaimana akibat hulkulm pelnitipan selrtipikat kelpada notaris 

telrhadap pelrjanjian pelngikatan julal belli (PPJB) ? 

c. Bagaimana pelrlindulngan hulkulm telrhadap notaris telrkait pelnitipan 

se lrtipikat pelrjanjian pelngikatan julal belli (PPJB)? 

F. Kerangka Teori dan Konseptual 

a) Kerangka Teori 

Istilah te lori belrasal dari bahasa Inggris yaitul the lory, se ldangkan 

dalam bahasa Be llanda yaitul thelorie l. Pada hakikatnya tidak satulpuln 

ahli melmpulnyai pandangan yang sama telntang de lfe lnisi telori. Me lnulrult 

pe lndapat Salim HS dise lbultkan bahwa “Ada ahli yang me lnje llaskan 

bahwa telori sama delngan fe lnomelna dan ada julga yang me lnjellaskan 



 

 

bahwa telori melrulpakan prosels ataul produlk ataul aktivitas, selrta ada 

julga yang me lnje llaskan bahwa telori melrulpakan sulatul siste lm”.
8
 

Me lnulrult pelndapat Soeljono Sulkanto dise lbultkan bahwa “Telori 

melrulpakan sulatul pe lnjellasan yang be lrsifat rasional selrta haruls 

be lrkelse lsulaian delngan obje lk yang dipe lrmasalahkan dan didulkulng 

de lngan adanya fakta yang be lrsifat e lmpiris agar dapat diulji 

ke lbelnarannya”.
9
 Ke lrangka te lori adalah idelntifikasi telori yang 

dijadikan landasan belrfikir ataul telori yang digulnakan ulntulk me lngkaji 

pe lrmasalahan. 

Di dalam pelne llitian ini karelna melngangkat telntang pe lnitipan 

se lrtipikat tanah kelpada notaris, maka telori yang digulnakan: 

a. Teori Kepastian Hukum  

Me lnulrult pe lndapat Soe ljono Sulkanto dise lbultkan bahwa 

“Ke lpastian adalah pelrihal (keladaan) yang pasti ke lte lntulan ataul 

ke lteltapan”.
10

 Me lnulrult pe lndapat Mochtar Kulsulmaadmadja, dan 

Arie lf B.M. Sisharta diselbultkan bahwa “Ke lpastian hulkulm adalah 

salah satul dari tuljulan hulkulm, disamping yang lainnya yakni 

ke lmanfaatan dan keladilan bagi se ltiap insan manulsia sellakul 

anggota masyarakat yang plulral dalam intelraksinya de lngan insan 

yang lain tanpa melmbeldakan asal ulsull dari mana dia belrada”.
11
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Bagir Manan melne lrjelmahkan pelnge lrtian ke lpastian hulkulm 

dalam belbe lrapa komponeln. “Kompone ln yang dimaksuld antara 

lain adalah: 

1) Ke lpastian atulran hulkulm yang dite lrapkan. 

2) Ke lpastian prose ls hulkulm, baik pelnelgakan hulkulm maulpuln 

pe llayanan hulkulm. 

3) Ke lpastian ke lwe lnangan yaitul kelpastian lingkulngan jabatan 

ataul pe ljabat yang be lrwe lnang me lne ltapkan ataul melngambil 

sulatul kelpastian hulkulm. 

4) Ke lpatian waktul dalam seltiap prosels hulkulm, dan 

5) Ke lpastian pe llaksanaan, se lpelrti ke lpastian e lkse lkulsi pultulsan 

hakim”.
12

 

 

Bochsan Mulstofa melnjellaskan telntang kelpastian hulkulm 

melmpulnyai 3 (tiga) arti yaitul: pe lrtama, pasti melnge lnai pe lratulran 

hulkulmnya yang melngatulr masalah pelmelrintah telrtelntul yang 

abstrak. Ke ldula, pasti melnge lnai ke lduldulkan hulkulm dari sulbjelk dan 

objelk hulkulmnya dalam pe llaksanaan pelratulran-pe lratulran  hulkulm 

administrasi nelgara. Ke ltiga, melnce lgah ke lmulngkinan timbullnya 

pe lrbulatan selwe lnang-we lnang (e lige lnre lchting) dari pihak manapuln 

julga tindakan pelmelrintah. 

 Ke lpatian hulkulm adalah kelpatian telntang hulkulm itul se lndiri 

(sichelrke lit dels re lchts se llbts). Me lnulrult pe lndapat Satjipto Rahardjo 

dise lbultkan bahwa “Ada 4 hal yang be lrhulbulngan de lngan makna 

ke lpastian hulkulm, yaitul:
13

 

1) Bahwa hulkulm itul positif, artinya ia adalah pe lrulndang-

ulndangan. 

2) Bahwa hulkulm itul didasarkan pada fakta, bulkan sulatul 

rulmulsan telntang pe lnilaian yang nanti akan dilakulkan 

olelh hakim, se lpelrti kelmaulan baik, ataul ke lsopanan. 

Bahwa fakta itul haruls dirulmulsakan delngan cara yang 

jellas selhingga me lnghindari kelkellirulan dalam 

pe lmaksaan disamping julga muldah dijalankan. 

3) Hulkulm positif ini tidakbolelh se lring diulbah-ulbah”. 

 

Me lnulrult pelndapat Ridwan Syahrani dise lbultkan bahwa  

“Ke lpastian hulkulm itul julga dike lmulkakan olelh Ultre lch, yang mana 
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ke lpastian hulkulm melmandang dula pe lnge lrtian, yaitul pelrtama 

adanya atulran yang be lrsifat ulmulm, melmbulat melnge ltahuli 

pe lrbulatan apa yang bole lh dilakulkan ataul tidak bolelh dilakulakan, 

dan ke ldula, belrulpa ke lamanan hulkulm bagi individul dari 

ke lse lwe lnanagan pelmelrintah karelna delngan adanya atulran yang 

be lrsifat ulmulm itul individul dapat melnge ltahuli apa saja yang bole lh 

dibelbankan ataul dilakulkan olelh ne lgara telrhadap individul”.
14

 

Me lnulrult pelndapat Ahmad Ali dise lbultkan bahwa “Ke lpastian 

hulkulm itul diwuljuldkan olelh hulkulm delngan sifatnyayang hanya 

melmbulat sulatul atulran hulkulm melmbulktikan bahwa hulkulm tidak 

be lrtuljulan ulntulk melwuljuldkan ke ladilan ataul ke lmanfaatan, 

mellainkan selmata-mata hanya ulntulk ke lpastian saja”.
15

 

 

b. Teori Pertanggung Jawaban  

Pe lndapat Andi Hamzah Me lnulrult Kamuls Be lsar Bahasa 

Indone lsia (KBBI) tanggulng jawab adalah ke lwajiban melnanggulng 

se lgala se lsulatulnya bila te lrjadi apa-apa bole lh ditulntult, 

dipelrsalahkan, dan dipelrkarakan. Me lnulrult Andi Hamzah 

melnye lbultkan bahwa “Dalam kamuls hulkulm, tanggulng jawab 

adalah sulatul ke lse lharulsan bagi se lse lorang ulntulk mellaksanakan apa 

yang te llah diwajibkan kelpadanya”.
16

 Me lnulrult Soe lkidjo 

Notoatmojo diselbultkan bawa “Melnulrult hulkulm tanggulng jawab 

adalah sulatul akibat atas konse lkulelnsi ke lbe lbasan se lorang te lntang 

pe lrbulatannya yang be lrkaitan delngan e ltika ataul moral dalam 

mellakulkan sulatul pe lrbulatan”.
17

 Me lnulrult Titik Triwullan dan Shinta 

Felbrian dise lbultkan bahwa “Se llanjultnya melnulrult Titik Triwullan 

pe lrtanggulngjawaban haruls me lmpulnyai dasar, yaitul hal yang 

melnye lbabkan timbullnya hak hulkulm bagi se lorang ulntulk me lnulntult 
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orang lain se lkaliguls be lrulpa hal yang me llahirkan kelwajiban hulkulm 

orang lain ulntulk me lmbelri pelrtanggulngjawabannya”.
18

 

Me lnulrult hulkulm pelrdata dasar pelrtanggulngjawaban dibagi 

melnjadi dula macam, yaitul ke lsalahan dan risiko. Melnulrult Titik 

Triwullan dan Shinta Felbrian dise lbultkan bahwa “Delngan delmikian 

dikelnal delngan pe lrtanggulngjawaban atas dasar kelsalahan (lilability 

withoult base ld on faullt) dan pelrtanggulngjawaban tanpa kelsalahan 

yang dike lnal (lilability withoult faullt) yang dike lnal de lngan 

tanggulng jawab risiko ataul tanggulng jawab multlak (strick 

liabiliy)”.
19

Prinsip dasar pelrtanggulng jawaban atas dasar kelsalahan 

melngandulng arti bahwa se lse lorang haruls be lrtanggulng jawab kare lna 

ia mellakulkan ke lsalahan karelna melrulgikan orang lain. Se lbaliknya 

prinsip tanggulng jawab risiko adalah bahwa konsulmeln pe lnggulgat 

tidak diwajibkan lagi mellainkan produlse ln telrgulgat langsulng 

be lrtanggulng jawab se lbagai risiko ulsahanya. 

Me lnulrult Abdullkadir Mulhammad telori tanggulng jawab 

dalam pelrbulatan mellanggar hulkulm (tort liability) dibagi melnjadi 

be lbelrapa telori, yaitul:
20

 

1) Tanggulng jawab akibat pelrbulatan me llanggar hulkulm yang 

dilakulkan delngan se lngaja (intelntional tort liability), telrgulgat 

haruls suldah mellakulkan pelrbulatan selde lmikian rulpa selhingga 

melrulgikan pe lnggulgat ataul me lnge ltahuli bahwa apa yang dilakulkan 

telrgulgat akan melngakibatkan kelrulgian. 

2) Tanggulng jawab akibat pelrbulatan me llanggar hulkulm yang 

dilakulkan karelna ke llalaian (nelgligelncel tort lilability), didasarkan 
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pada konse lp kelsalahan (concelpt of faullt) yang be lrkaitan delngan 

moral dan hulkulm yang suldah be lrcampulr baulr (intelrminglelnd).  

3) Tanggulng jawab multlak akibat pelrbulatan mellanggar hulkulm tanpa 

melmpe lrsoalkan kelsalahan (strict liability), didasarkan pada 

pe lrbulatannya baik se lcara selngaja maulpuln tidak se lngaja, artinya 

melskipuln bulkan kelsalahannya te ltap be lrtanggulng jawab atas 

ke lrulgian yang timbull akibat pelrbulatannya. 

 

c. Teori Perjanjian 

Dalam Bulkul ke l-III KUlHPe lrdata melngatulr te lntang 

Ve lrbintelnisse lnre lcht, dimana telrcakulp pulla istilah Ove lre le lnkomst. 

Me lnulrult Handri Raharjo dise lbultkan bahwa “Dikelnal dari 3 

telrje lmahan Velrbelnte lnis, yaitul pe lrikatan, pe lrultangan dan pe lrjanjian, 

se ldangkan Ove lre le lnkomst ada 2 telrjelmahan, yaitul pelrjanjian dan 

pe lrse ltuljulan”.
21

 

Pe lnge lrtian pelrjanjian diatulr dalam Pasal 1313 

KUlHPe lrdata, “pelrjanjian adalah satul pe lrbulatan delngan mana satul 

orang ataul le lbih melngikatkan dirinya de lngan satul orang ataul 

lelbih”. 

Sulatul pelrjanjian dikatakan sah apabila tellah melmelnulhi syarat 

yang se lsulai de lngan yang diatulr dalam Pasal 1320 KUlHPe lrdata,  

melne ltapkan 4 hal ulntulk dapat dikatakan sah sulatul pe lrjanjian, yaitul: 

a. Se lpakat melre lka yang me lngikatkan diri, 

b. Ke lcakapan ulntulk melmbulat sulatul pe lrjanjian, 

c. Sulatul hal telrte lntul, 

d. Ada sulatul se lbab yang halal. 
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Dalam prosels pe lmbelntulkan ataul pelrjanjian adalah adanya 

pe lrjulmpaan kelhe lndak, saling belrtaultnya masing-masing pe lrnyataan 

ke lhelndak se lbagaimana disampaikan satul pihak kelpada pihak 

lainnya se lcara timbal balik pada pihak lainnya, telrbe lntulklah “kata 

se lpakat” selhingga te lrjadilah pelrjanjian. 

Pe lrjanjian dapat dilakulkan manulsia ditelngah-te lngah sifat 

manulsia se lndiri yang hidulp be lrkellompok dimana melre lka masih 

melmbultulhkan orang lain dan melmbulat pe lrjanjian melnjadi salah 

satul jawabannya. Hulkulm pe lrjanjian dapat diselsulaikan delngan 

ke lgiatan masing-masing pihak, me lrelka dapat melngadakan 

ke ltelntulan-ke ltelntulan se lndiri, yang tidak melnyimpang dari 

ke ltelntulan hulkulm pelrjanjian, mulngkin julga mellelngkapi, melnambah 

ataul melngulrangi ke ltelntulan yang te llah ada, hal ini selsulai delngan 

asas kelbe lbasan belrkontrak yang dianult olelh hulkulm pelrjanjian di 

Indone lsia. Hal ini melnulnjulkkan bahwa hulkulm pe lrjanjian yang 

telrdapat dalam bulkul ke l III KUlHPe lrdata melmpulnyai sifat telrbulka 

dalam arti bahwa dalam hulkulm pelrjanjian melmbelrikan kelse lmpatan 

ke lpada para pihak ataul se ltiap orang ulntulk melngadakan pe lrjanjian 

apa saja, sellama tidak belrtelntangan de lngan ulndang-ulndang dan 

ke lsulsilaan. Hal telrselbult se lcara elksplisit ditelgaskan dalam Pasal 

1338 KUlHPe lrdata, “selmula pe lrjanjian yang dibulat se lcara sah 

be lrlakul se lbagai ulndang-ulndang bagi yang melmbulatnya”. 

Me lnulrult Salim HS, dise lbultkan bahwa “Be lrdasarkan telori, 

didalam sulatul hulkulm kontrak ataul pelrjanjian telrdapat 5 (lima) asas 



 

 

yang dike lnal melnulrult ilmul hulkulm pe lrdata. Ke llima asas itul 

adalah:
22

 

1) Asas ke lbe lbasan belrkontrak, 

2) Asas konse lnsulalisme l, 

3) Asas ke lpastian hulkulm (pacta sulnt selrvanda), 

4) Asas I’tikad baik, 

5) Asas ke lpribadian (pelrsonality)”. 

 

Me lnulrult Abdullkadir Mulhammad diselbultkan bahwa “Selcara 

garis be lsar Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pe lrdata 

melngklasifikasikan jelnis-je lnis pe lrjanjian adalah:
23

 

1) Pe lrjanjian Timbal Balik dan Pe lrjanjian Se lpihak: Pe lrjanjian 

timbal balik adalah pelrjanjian yang melmbe lbani hak dan 

ke lwajiban kelpada keldula be llah pihak. Se ldangkan pe lrjanjian 

se lpihak adalah pelrjanjian yang me lmbelrikan kelwajiban kelpada 

satul pihak dan kelpada pihak lainnya. 

2) Pe lrjanjian Pelrculma dan Pelrjanjian de lngan Alas Hak 

Me lmbelbani Pelrjanjian pelrculma adalah pe lrjanjian yang hanya 

melmbe lrikan kelulntulngan ke lpada satul pihak saja. Seldangkan 

pe lrjanjian delngan alas hak yang me lmbe lbani adalah pelrjanjian 

dimana telrhadap prelstasi dari pihak yang satul se llalul telrdapat 

kontra prelstasi dari pihak lainnya, se ldangkan ke ldula pre lstasi 

telrse lbult ada hulbulngannya me lnulrult hulkulm.  

3) Pe lrjanjian Be lrnama dan tidak Belrnama: Pe lrjanjian belrnama 

adalah pelrjanjian yang me lmpulnyai nama selndiri, yang 

telrbatas, misalnya julal belli, selwa me lnye lwa. Se ldangkan 

pe lrjanjian tidak belrnama adalah pelrjanjian yang tidak 

melmpulnyai nama telrtelntul dan julmlahnya tidak telrbatas.  

4) Pe lrjanjian Ke lbe lndaan dan Pelrjanjian Obligatoir Pe lrjanjian 

ke lbelndaan adalah pelrjanjian ulntulk me lmindahkan hak milik 

dalam pelrjanjian julal be lli. Pelrjanjian ke lbelndaan ini se lbagai 

pe llaksanaan dari pelrjanjian obligatoir. Pe lrjanjian obligatoir 

se lndiri adalah pelrjanjian yang me lnimbullkan pelrikatan, artinya 

se ljak timbullnya hak dan kelwajiban para pihak.  

5) Pe lrjanjian Konse lnsulal dan Pe lrjanjian Re lal: Pe lrjanjian 

konse lnsulal adalah pelrjanjian yang timbull karelna ada 

pe lrjanjian kelhe lndak antara pihak-pihak. Se ldangkan pelrjanjian 

re lal adalah pelrjanjian disamping adapelrjanjian kelhe lndak julga 

se lkaliguls haruls ada pelnye lrahan nyata atas barang yang 

dipelrjanjikan”. 

b) Kerangka Konseptual  

Ke lrangka konse lptulal adalah kulmpullan belrbagai te lori yang 

dihulbulngkan satul sama lain ulntulk dapat melmbe lrikan sulatul gambaran atas 
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sulatul fe lnomelna.
24

 Ke lrangka konse lptulal se lhulbulngan pe lne llitian ini dapat 

dijellaskan selbagai be lrikult: 

a. Pe lnitipan 

Pe lnitipan melnulrult Pasal 1694 KUlHPe lrdata, pelnitipan adalah 

“Pe lnitipan barang te lrjadi bila orang melne lrima barang orang lain 

de lngan janji ulntulk melnyimpannya dan ke lmuldian 

melnge lmbalikannya dalam keladaan yang sama”. 

b. Se lrtipikat 

Se lrtipikat melnulrult Kamuls Be lsar Bahasa Indone lsia (KBBI) adalah 

tanda ataul sulrat ke lte lrangan (pe lrnyataan) te lrtullis ataul te lrceltak dari 

orang yang be lrwe lnang yang dapat digulnakan se lbagai bulkti 

pe lmilikan ataul sulatul keljadian. Dalam Pasal 19 ayat 2 hulrulf c 

Ulndang-Ulndang Nomor 5 tahuln 1960 telntang Pe lratulran Dasar 

Pokok- Pokok Agraria, se lrtipikat tanah me lrulpakan bulkti otelntik atas 

hak pelngulasaan ataul bulkti kelpe lmilikan tanah. 

c. Notaris  

Notaris melnulrult Kamuls Be lsar Bahasa Indone lsia (KBBI) adalah 

orang yang me lndapat kulasa dari pelmelrintah (dalam hal ini 

De lpartelmeln Ke lhakiman) ulntulk melnge lsahkan dan melnyaksikan 

be lrbagai sulrat pelrjanjian, sulrat wasiat, akta, dan selbagainya.Me lnulrult 

Pasal 1 angka 1 UlUlJN, Notaris adalah peljabat ulmulm yang 

be lrwe lnang ulntulk melmbulat akta otelntik dan melmiliki kelwe lnangan 
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lainnya se lbagaimana dimaksuld dalam Ulndang-Ulndang ini ataul 

be lrdasarkan ulndang-ulndang lainnya. 

b. Akta  

Me lnulrult Suldikno Melrtokulsulmo, “akta adalah sulrat belrharga yang 

dibelri tanda tangan, yang me lmulat pelristiwa-pe lristiwa yang me lnjadi 

dasar daripada sulatul hak ataul pelrikatan, yang dibulat seljak selmulla 

de lngan se lngaja ulntulk pe lmbulktian”.
25

 Dalam Pasal 1867 

KUlHPe lrdata, ada 2 jelnis akta yaitul akta relsmi (otelntik) dan akta 

dibawah tangan (ondelrhands) 

c. Pe lrjanjian 

Pe lrjanjian melnulrult Kamuls Be lsar Bahasa Indone lsia (KBBI) adalah  

pe lrse ltuljulan (telrtullis ataul delngan lisan) yang dibulat olelh dula pihak 

ataul le lbih, masing-masing be lrse lpakat akan me lnaati apa yang 

telrse lbult dalam pelrse ltuljulan itul.Dalam Pasal 1313 KUlHPe lrdata, 

“pelrjanjian adalah sulatul pe lrbulatan delngan mana satul orang ataul 

lelbih melngikatkan dirinya te lrhadap satul orang ataul lelbih”. 

d. Julal belli  

Julal be lli melnulrult Kamuls Be lsar Bahasa Indone lsia (KBBI) adalah  

pe lrse ltuljulan saling melngikat antara pelnjulal, yakni pihak yang 

melnye lrahkan barang, dan pelmbelli selbagai pihak yang me lmbayar 

harga barang yang dijulal. Dalam Pasal 1457 KUlHPe lrdata, “julal belli 

adalah sulatul  pe lrjanjian delngan mana pihak yang satul me lngikatkan 
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dirinya ulntulk me lnye lrahkan sulatul be lnda dan pihak lain melmbayar 

harga yang te llah dipelrjanjikan”. 

e. Pe lrjanjian Pelngikatan Julal Be lli  

Pe lrjanjian pelngikatan julal be lli yang dibulat dihadapan notaris lazim 

dise lbult delngan Akta Pe lngikatan Julal Be lli yang se llanjultnya dise lbult 

PPJB. PPJB adalah pelrjanjian antara calon pelmbe lli dan calon 

pe lnjulal obye lk tanah dan bangulnan yang dibulat se lbe llulm 

ditandatanganinya Akta Julal Be lli (AJB) 

Dalam pelmbulatan PPJB harulsme lngikulti peldoman se lsulai delngan 

yang te llah diteltapkan dalam Ke lpultulsan Me lntelri Pe lrulmahan Rakyat 

Nomor 09 Tahuln 1995 te lntang Pe ldoman Pe lngikatan Julal Be lli 

(Ke lpme lnpe lra No. 09/1995) belse lrta lampirannya, yang se lcara garis 

be lsar belrisikan: 

a) Pihak yang me llakulkan kelse lpakatan; 

b) Ke lwajiban bagi pe lnjulal 

c) Ulraian obye lk pe lngikatan julal belli; 

d)  Ke lwajiban pe lmbelli; 

e)  Jaminan Pelnjulal; 

f) Pe lmelliharaan bangulnan; 

g) Pe lnggulnaan bangulnan; 

h)  Pe lngalihan hak; 

i)  Pe lmbatalan pelngikatan; 

j)  Pe lnye lle lsaian Pelrse llisihan 

G. Metode Penelitian 



 

 

Me lnulrult Soe lrjono Soe lkanto diselbultkan bahwa “Pelne llitian 

melrulpakan sulatul ke lgiatan ilmiah yang be lrkaitan delngan analisis dan 

konstrulksi, yang dilakulkan se lcara me ltodologis, siste lmatis, dan 

konsiste ln”.
26

 Me lnulrult Soe lrjono Soe lkanto dise lbultkan bahwa “Meltodologis 

be lrarti selsulai delngan me ltodel ataul cara telrtelntul, sistelmatis adalah 

be lrdasarkan sulatul siste lm, seldangkan konsisteln be lrarti tidak adanya hal-hal 

yang be lrte lntangan dalam sulatul kelrangka te lrtelntul”.
27

 

Me lnulrult Zainulddin Ali diselbultkan bahwa “Pelnellitian hulkulm 

melrulpakan sulatul kelgiatan ilmiah, yang didasarkan  pada meltodel, 

siste lmatika dan pelmikiran telrtelntul, yang be lrtuljulan ulntulk melmpellajari satul 

ataul belbe lrapa ge ljala hulkulm telrtelntul, de lngan jalan melnganalisisnya”
28

. 

Me ltodel pe lne llitian yang digulnakan dalam pe lnullisan telsis ini adalah : 

1. Pe lnde lkatan Masalah 

Pe lnde lkatan masalah yang digulnakan dalam pelne llitian ini adalah 

be lrsifat yulridis e lmpiris yang me lne lkankan pada kelnyataan di lapangan 

dikaitkan delngan aspe lk hulkulm ataul pe lrulndang-ulndangan yang 

be lrlakul belrke lnaan delngan obje lk pelne llitian yang dibahas dan mellihat 

norma-norma hulkulm yang be lrlakul ke lmuldian di hulbulngkan de lngan 

ke lnyataan ataul fakta-fakta yang te lrdapat dalam masyarakat 

melnge lnaipe lnitipan selrtipikat tanah di kantor notaris dalam pelmbulatan 

akta pelngikatan julal belli. 

2. Sifat Pelne llitian  
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Me lnulrult Zainulddin Ali “Pe lne llitian ini be lrsifat delskriptif analitis, 

yang me lnde lskripsikan pelratulran pelrulndang-ulndangan yang be lrkaitan 

de lngan telori-te lori hulkulm yang me lnjadi objelk pe lnellitian”.
29

 Me lnulrult 

Zainulddin Ali “De lmikian julga hulkulm dalam pellaksanaannya didalam 

masyarakat yang be lrke lnaan delngan objelk pe lne llitian”.
30

Dalam 

pe lnellitian ini dilakulkan de lngan me llihat norma-norma dan atulran 

hulkulm yang me lngatulr melnge lnai pelnitipan selrtipikat tanah di kantor 

notaris dalam pelmbulatan akta pelngikatan julal belli. 

c) Jelnis dan Sulmbelr Data 

a. Jelnis Data 

Data-data yang dipe lrlulkan dalam pelnellitian ini adalah: 

1) Data Primelr 

Data primelr me lrulpakan data yang dipe lrolelh me llaluli pelne llitian 

langsulng ke llapangan (Fielld Relse lacrh) ulntulk melmpelrolelh data 

yang be lrhulbulngan de lngan pe lrmasalah hulkulm yang dite lliti. Data 

primelr julga dike lnal delngan data lapangan ulntulk me lmpelrolelh data 

yang be lrhulbulngan de lngan pe lrmasalahan yang di te lliti. 

Pe lngulmpullan data primelr dilakulkan di Kantor Ikatan Notaris 

Indone lsia Kota Bulkittinggidan Maje llis Pe lngawas Dae lrah Kota 

Bulkittinggi dan be lbelrapa Notaris lainnya. 

2) Data Selkulnde lr 

Data yang suldah diolah bisa dalam belntulk pelratulran pelrulndang-

ulndangan. Data Se lkulndelr mellipulti : 
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a) Bahan Hulkulm Prime lr  

Bahan hulkulm yang me lmiliki kelkulatan hulkulm yang me lngikat yang 

dalam hal ini belrulpa Pelratulran Pe lrulndang-ulndangan. Dalam 

pe lnellitian ini bahan yang me lnulnjang adalah : 

(1) Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pe lrdata (KUlHPe lrdata). 

(2) Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Pidana (KUlHP) 

(3) Ulndang-Ulndang Nomor 2 Tahuln 2014 te lntang Pe lrulbahan atas 

Ulndang-Ulndang Nomor 30 Tahuln 2004 telntang Jabatan 

Notaris 

(4) Kitab Ulndang-Ulndang Hulkulm Dagang. 

(5) Kode l E ltik Notaris 

b) Bahan Hulkulm Se lkulnde lr   

telrdiri dari bahan hulkulm yang e lrat kaitannya de lngan bahan hulkulm 

primelr dan dapat melmbantul me lnganalisa, melmahami dan 

melnje llaskan bahan hulkulm primelr antara lain:  

(1) Bulkul-bulkul  

(2) Artike ll-artike ll 

(3) Julrnal-julrnal 

Baik data primelr ataulpuln data selkulnde lr te lrse lbult diharapkan dapat 

melmbe lrikan gambaran telntang objelk pe lne llitian selcara telpat dan 

be lnar. 

c) Bahan hulkulm telrsie lr  



 

 

bahan-bahan yang me lmbe lrikan informasi telntang bahan primelr dan 

bahan hulkulm se lkulndelr.
31

 Dalam pelnellitian ini, bahan hulkulm 

telrsie lr se lpe lrti Kamuls Be lsar Bahasa Indone lsia (KBBI), Kamuls 

Hulkulm dan E lnsiklopeldia 

b. Sulmbe lr Data 

1) Pe lne llitian Lapangan (Fie lld Relse larch) 

yakni pe lnellitian delngan langsulng me lnuljul kellapangan ulntulk 

melncari pelmelcahan masalah.  

2) Pe lne llitian Ke lpulstakaan (Library Relse larch)  

yakni pe lne llitian yang dilakulkan delngan melncari litelratulr yang ada 

se lpe lrti bulkul-bulkul, pe lratulran pelrulndang-ulndangan, dan pelratulran 

lain yang te lrkait. Pelnellitian ini pelnullis lakulkan di: 

a) Pe lrpulstakaan pulsat Ulnive lrsitas Andalas 

b) Pe lrpulstakaan Fakulltas Hulkulm Ulnive lrsitas Andalas 

c) Lite lratulr kolelksi pribadi 

d) Situls-situls Hulkulm dari Inte lrne lt 

d) Telknik Pe lngulmpullan Data 

a. Stuldi Dokulmeln 

Me lnulrult Bambang Sulnggono dise lbultkan bahwa “delngan me lmpe llajari 

dokulmeln-dokulme ln yang be lrhulbulngan delngan masalah yang 

ditelliti”.32 

b. Wawancara 
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cara ulntulk melmpelrole lh informasi delngan melmbelrikan pelrtanyaan 

ke lpada relsponde ln se lsulai delngan masalah yang dite lliti. Melnulrult 

Bambang Sulnggono dise lbultkan bahwa “Telknik wawancara ada dula 

macam yaitul delngan langsulng me lngajulkan pelrtanyaan ke lpada 

re lsponde ln yang didalamnya te lrdapat belbe lrapa pelrtanyaan dan dijawab 

olelh informan ataul relsponde ln se lcara telrtullis”.33 Wawancara dilakulkan 

di di Kantor Ikatan Notaris Indone lsia Kota Bulkittinggi dan Majellis 

Pe lngawas Dae lrah Kota Bulkittinggi dan be lbe lrapa Notaris lainnya. 

e) Telknik Pe lngolahan Data 

a. Pe lngolahan Data 

Se ltellah data dikulmpullkan dari lapangan de lngan le lngkap, maka 

tahap sellanjultnya adalah melngolah dan melnganalisis data yaitul 

de lngan cara selbagai be lrikult: 

1) E lditing yaitul data yang dipe lrole lh pelnullis akan dieldit telrlelbih 

dahullul gulna me lnge ltahuli apakah data-data yang dipe lrolelh 

telrse lbult suldah culkulp baik dan lelngkap ulntulk me lndulkulng 

pe lmelcahan masalah yang suldah dirulmulskan.
34

 

2) Data yang te llah dieldit telrse lbult ke lmuldian dilakulkan coding. 

Coding yaitul pelmilahan ataul klarifikasi data-data yang se lsulai 

de lngan yang dite ltapkan.35 Prose ls ini dipe lrolelh ulntulk 

melnge ltahuli bahwa apakah data-data yag dipelrole lh se lbellulmnya 

suldah layak ulntulk ke l prose ls be lrikultnya. Telknik coding adalah 
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prose ls ulntulk me lngklarifikasi jawaban-jawaban me lnulrult 

kritelria yang dite lrapkan. 

f) Analisis Data 

Se ltellah data primelr dan data selkulnde lr didapat, lalul data dianalisa 

melnggulnakan analisis kulalitatif, yaitul delngan me lmpelrhatikan fakta-fakta 

yang ada dilapangan, ke lmuldian dikellompokkan, dihulbulngkan dan 

dibandingkan delngan ke lte lntulan yang be lrkaitan delngan Hulkulm Pe lrdata. 

Dalam mellakulkan analisa dalam pelne llitian ini tidak melnggulnakan angka-

angka, teltapi belrdasarkan pelratulran pelrulndang-ulndangan, pandangan para 

pakar dan kelnyataan yang ada di lapangan, lalul diulraikan dalam belntulk 

kalimat-kalimat. 

 


